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Abstract 

Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in practice often experiences obstacles 

or problems, so the National Land Agency (BPN) is obliged to take responsibility for these problems and 

constraints. The research method used in this journal is normative research. The results of the discussion 

of this journal, namely the implementation of PTSL in practice there are obstacles or problems related to 

the collection of juridical data and physical data in the village concerned and measurement errors in land 

parcels, the responsibility of BPN is related to measuring errors in land parcels, namely by canceling the 

title certificate and re-measuring. , whereas related to the constraints of collecting physical and juridical 

data is the responsibility of the local village adjudication committee. The conclusion from this journal is 

that BPN's responsibility in implementing PTSL is limited to problems due to errors from the adjudication 

committee from BPN office employees such as errors in measuring land boundaries, and the form of BPN's 

responsibility, namely by limiting title certificates and taking re-measurements. 

Keywords: land registration; land registry; land dispute. 

Abstrak 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam praktiknya sering mengalami kendala 

atau masalah, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib untuk bertanggungjawab atas permasalahan 

dan kendala tersebut. Metode peenlitian yang digunakan jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil 

pembahasan jurnal ini yaitu pelaksanaan PTSL dalam praktiknya terdapat kendala atau permasalahan 

terkait dengan pengumpulan data yuridis dan data fisik di desa yang bersangkutan dan kesalahan 

pengukuran dalam bidang tanah, tanggungjawab BPN terkait dengan kesalahan pengukuran bidang tanah 

yaitu dengan melakukan pembatalan sertifikat hak dan melakukan pengukuran ulang, sedangkan terkait 

dengan kendala pengumpulan data fisik dan yuridis merupakan tanggungjawab oleh panitia ajudikasi desa 

setempat. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu tanggungjawab BPN dalam pelaksanaan PTSL 

hanya sebatas permasalahan yang dikarenakan adanya kesalahan dari panitia ajudikasi dari pegawai kantor 

BPN seperti kesalahan pengukuran batas tanah, dan bentuk tanggungjawab BPN yaitu dengan melakukan 

pembuatan sertifikat hak serta melakukan pengukuran ulang.  

Kata kunci: pendaftaran tanah; akta pendaftaran tanah; sengketa tanah. 

 

A. PENDAHULUAN 

Tanah mempunyai peran penting di dalam kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk 

kelompok ataupun Negara. Selain itu, tanah mempunyai peran sebagai sumber untuk semua aspek 

kehidupan manusia, dan untuk pelaksanaan pembangunan nasional lebih menitik beratkan kepada 

suatu pembangunan ekonomi dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil makmur berdasarkan 
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landasan konstitusional Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (UUDNRI) tahun 1945, maka dari itu tanah mempunyai peran yang teramat penting 

(Parlindungan, 1999). Dengan pentingnya peran tanah bagi kehidupan, maka tidak heran jika setiap 

orang berlomba-lomba ingin memiliki sserta menguasai tanah yang dapat menimbulkan suatu masalah-

masalah pertanahan yang sering mengakibatkan suatu perselisihan. Oleh karena itu setiap pemilik hak 

atas tanah harus melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah sebagaimana telah diwajibkan oleh 

hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai 

pendaftaran tanah yaitu diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-

Undang Pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan 

pelaksanaannya Pasal 19 UUPA yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

Seiring perkembangan zaman pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan serentak yang 

dilakukan atau diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan PeraturaniMenteri 

Agraria DaniTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaiNomor 6 Tahun 2018 

Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat 

dengan PTSL. Pengertian PTSL dicantumkan dalamiPasal 1iayat (2) Permen Agraria BPN RI Nomori6 

Tahuni2018 tentang PendaftaraniTanah SistematisiLengkap menjelaskan mengenai pengertian 

PendaftaraniTanah SistematisiLengkap yangiselanjutnya disingkatiPTSL adalahikegiatan 

pendaftaranitanah untukipertama kaliiyang dilakukanisecara serentakibagi semuaiobjek 

pendaftaranitanah diiseluruh wilayahiRepublik Indonesiaidalamisatu wilayahidesa/kelurahan atau 

lainnyaiyang setingkatidengan itu, yangimeliputi pengumpulan dataifisik danidata yuridisimengenai 

satuiatau beberapaiobjek dari pendaftaranitanah dalam hal untukikeperluanipendaftarannya. 

Sedangkan pengertian Pendaftaranitanah secara sistematik yaitu kegiatan pendaftaranitanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum 

didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan dan pendaftaran ini merupakan 

inisiatif pemerintah (Harsono, 2007). PTSLimeliputi seluruhiobjek pendaftaranitanah diiIndonesia 

tanpaiterkecuali, baikibidangitanah yangibelum adaihak atasitanahnya maupunibidang tanahihak 

yangimemiliki hakidalamirangka memperbaikiikualitas dataipendaftaranitanah. Selainiitu, 

objekiPTSL jugaimeliputi suatu bidang tanahiyang sudah terdapat tandaibatasnya ataupun yangibaru 

akaniditetapkan tandaibatasnya kemudian. Bidangitanah adalahibagian permukaanibumi 

yangimerupakan suatuibidangiyang terbatasi(Setiabudi, 2012). 
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Praktik pelaksanaan PTSL terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya yaitu seperti adanya 

kesalahan ukur terhadap bidang tanah, pendaftaran PTSL di desa melalui kepala desa atau lurah di desa 

setempat yang mengikuti orogram PTSL yaitu dalam hal pengumpulan data fisik dan yuridis dan 

sebagainya. Adanya kendala dalam program PTSL yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional maka BPN harus bertanggung jawab terkait dengan kendala yang ada di pelaksanaan PTSL. 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal yang berjudul 

“Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” 

Teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan dalam jurnal ini yaitu teori 

tanggung jawab hukum. MenurutiHans Kelsenidalam teorinyaitentang tanggungijawabihukum yang 

menyatakanibahwa seseorang harus bertanggungijawab secaraihukum atasisuatu perbuatan 

tertentuiatau bahwaidia memikulitanggung jawabihukum, subyekiberarti bahwaidia harus dan 

wajibibertanggung jawabiatas suatuisanksi dalamihal perbuataniyangibertentangan (Kelsen, 2007). 

Tanggung jawabidalam kamusihukum dapatidiistilahkan atauidiartikan sebagaiiliability 

daniresponsibility, istilahiliability menunjukipada pertanggungjawabanihukum yaituitanggung 

gugatiakibat kesalahaniyang dilakukanioleh subjekihukum, sedangkaniistilah dari responsibility lebub 

menunjukipada pertanggungjawabanipolitik (Kelsen, 2006). Teoriitanggung jawabilebih menekankan 

lebih pada maknaitanggung jawabiyang lahiridariiketentuan PeraturaniPerundang-Undanganisehingga 

teoriitanggungjawab dapat dimaknai atau diartikan dengan istilahiliabilty, sebagaiisuatuikonsepiyang 

terkaitidengan kewajibanihukum seseorangiyang bertanggungijawab secaraihukum atasiperbuatan 

tertentuibahwa diaidapat dikenakanisuatu sanksiidalamikasus perbuatannyaibertentangan 

denganihukum (Ridwan, 2006). 

Berdasarkan latar belakang maslaah diatas maka penulis akan membahas permasalahan dlaam 

penelitian ini adalah mengenai bagaimana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap 

kendala dalam pelaksanaan program pendaftran tanah sistematis lengkap (PTSL). 

Jurnal yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional 

Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” merupakan 

jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Untuk membuktikannya penulis akan 

membandingkan jurnal ini dengan penelitian-penelitian ataupun nurnal lain yang berkaitan dengan 

jurnal ini atau mempunyai tema dan topic yang sama terkait dengan PTSL tetapi mempunyai pokok 

pembahasan yang berbeda. Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Isdiyana Kusuma Ayu dengan 
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judul penelitiannya yaitu “Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap Di Kota Batu”, penulis memfokuskan penelitiannya lebih membahas pada 

pelaksanaaniPTSL diiKota Batuidan problematikaipendaftaran tanahimelalui pendaftaranitanah 

sistematisilengkap diiKota Batuidan upayaipenyelesaiannya (Ayu, 2019). 

Penelitian kedua berjudul “Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap” yang ditulis oleh Mira Novana Ardani, dimana penulis memfokuskan 

penelitiannya pada peran kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap 

(Ardani, 2019). Penelitian ketiga, berjudul “Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II” dengan 

nama penulis Veni Rizkiyah, dimana penulis lebih memfokuskan penelitiannya terhadap kendala yang 

dialami pada saat pelaksanaaniPendaftaran tanahiSistematis LengkapiatauiPTSL diiKota Surabaya 

serta solusiidari kendala yangiterjadi pada saat pelaksanaan PTSL di Kota Surabaya (Rizkiyah, 2018). 

Berdasarkan adanya penelitian-penelitian terdahulu diatas yang mempunyai tema dan topic yang 

sama dengan judul jurnal ini tetapi mempunyai fokus pembahasan yang berbeda, dimana jurnal ini 

akan membahas terkait tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional terkait dengan kendalaiyang 

dihadapiiselama pelaksanaaniPendaftaran TanahiSistematisiLengkapi (PTSL). Maka dapat 

dsimpulkan bahwa jurnal yang ditulis penulis dengan judul “Tanggung Jawab Badan Pertanahan 

Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” 

dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Peelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif yang menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkait 

tentang Hukum Agraria, dengan bahan hukum primer berupa Permen Agraria Nomor 6 Tahun 2018, 

UUPA dan peraturan lain yang terkait, bahan hukum sekunder berupa literature seperti buku, jurnal, 

dan lainnya, terakhir bahan hukum tersier seperti internet, ataupun kamus hukum dan sejenisnya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan 

oleh jurnal ini untuk menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekatan 

kualitatif. 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Dalam Pelaksanaan Program 

Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 

dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada 

suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri (Sangsun, 

2007). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik IndonesiaiNomor 12iTahun 2017itentangiPercepatan 

PendaftaraniTanah SistematisiLengkap dijelaskanibahwa PendaftaraniTanah SistematikiLengkap 

yangiselanjutnya disingkatiPTSL adalahikegiatan PendaftaraniTanah untukipertama kalinya yang 

dilakukanisecara serentak atau bersamaan bagiisemua obyekiPendaftaran Tanahidi seluruhiwilayah 

RepublikiIndonesia dalamisatu wilayahidesa/kelurahan atauinama lainnyaiyang setingkatidengan itu, 

yangimeliputi pengumpulanidan penetapanikebenaran dataifisik dan dataiyuridis mengenaiisatu 

atauibeberapa obyekiPendaftaran Tanahiuntuk keperluanipendaftarannya. Sedangkanipengertian 

PTSLimenurut Pasali1 ayati(2) Permen Agraria BPN RI Nomori6 Tahun 2018itentangiPendaftaran 

TanahiSistematis Lengkap atau PTSL menjelaskanibahwa yangidimaksud denganiPendaftaran 

TanahiSistematis Lengkapiyang selanjutnyaidisingkat PTSLiadalah kegiatanipendaftaranitanah 

untukipertama kaliiyang dilakukanisecara serentakibagi semuaiobjek pendaftaranitanah diiseluruh 

wilayahiRepublik Indonesiaidalam satuiwilayah desa/kelurahaniatau namailainnya yangisetingkat 

denganiitu, yangimeliputi pengumpulanidata fisikidan dataiyuridis mengenaiisatu atauibeberapa 

objekipendaftaran tanahiuntuk keperluanipendaftarannya. 

Pelaksanaannya kegiatan PendaftaraniTanah SistematisiLengkap (PTSL) idilakukan dengan 

tahapan antara lain dimulai dariiperencanaan, penetapanilokasi, ipersiapan, pembentukanidan 

penetapanipanitia ajudikasiiPTSL danisatuanitugas, ipenyuluhan, pengumpulanidata fisikidan 

pengumpulanidataiyuridis, penelitianidata yuridisiuntuk pembuktianihak, pengumumanidataifisik 

danidata yuridisisertaipengesahannya, penegasanikonversi, pengakuanihak danipemberianihak, 

pembukuanihak, penerbitanisertifikat hakiatasitanah, pendokumentasianidan penyerahanihasil 

kegiatan, daniyang terakhiriadalah tahap pelaporan. Dalam pelaksanaanya terdapat tahap yang 

mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam tahap pengumpulan data fisik 

dan pengumpulan data yuridis. Petugas atau panitia yang ditunjuk dan berwenang dalam pengumpulan 
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data yaitu lurah atau kepala desa ataupun kepengurusannya sebagai panitia ajudukasi PTSL. 

Panitiaiajudikasi PTSLimempunyai tugasisalah satunyaiyaitu mengumpulkanidata fisikidan 

dokumeniasli dataiyuridis semuaibidang tanahiyang adaidi wilayahiyang bersangkutaniserta 

memberikanitanda penerimaanidokumen kepadaipemegang hakiataupun kuasanya, selain itu 

memberikaniasistensi terhadapikelengkapan persyaratanibukti atas kepemilikan atau penguasaan 

tanahisesuai denganiketentuan peraturaniperundang-undangan, memeriksaikebenaran formalidata 

fisikidan dataiyuridis alatibukti kepemilikaniatau penguasaanitanah, dan memfasilitasiipenyelesaian 

sengketaiantara pihak-pihakiyang bersangkutanimengenai atau terkait dataiyangidisengketakan. 

Dalamimelaksanakan pengukuranibidangitanah, satgasifisik harusimengetahui dataiatauiinformasi 

tentangimasing-masing pemilikiatau pihakiyang berhakiatas tanahnya, palingisedikit yaitu berupa 

fotokopiiKTP/KartuiKeluarga/suratiketerangan kependudukanidari instansiiyangiberwenang. 

Kendala yang sering terjadi yaitu dimana dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik yaitu 

masyarakat tidak mempunyai data lengkap terkait dengan bidang tanah yang akan didaftarkan untuk 

mengikuti program PTSL dan terkadang KTP yang bersangkutan tidak berdomisili di desa yang akan 

diselenggarakan PTSL tetapi mempunyai sebidang tanah yang berada di desa yang akan 

menyelenggarakan PTSL, maka hal ini dapat diatasi dengan melengkapi dna membuktikan 

dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan 

itikad baik oleh yang bersangkutan. Itikadibaik dibuktikanidengan adanyaipernyataanidariipemohon 

atauipeserta ajudikasiiPTSL yangimenyatakan bahwa tidakiterdapat keberatanidari pihak-pihakilain 

atasitanah yangidimiliki atauitidak sedang dalam keadaanisengketa; idan tidakitermasuk atauibukan 

merupakaniaset dari pemerintah, pemerintahidaerah, atauibadan usahaimilik negara/badaniusaha 

milikidaerah; atauikawasanihutan. 

Suratipernyataan tersebutidibuat denganiketentuan sebagaiiberikut yakni disaksikanipaling 

sedikitioleh 2iorang saksiidari lingkunganisetempat yangitidakimempunyai hubunganikeluarga 

denganiyang bersangkutanisampai derajatikedua, baikidalamikekerabatan vertikalimaupunihorizontal, 

yangimenyatakan bahwaiyang bersangkutaniadalah benarisebagai pemilikidan yangimenguasai 

bidangitanahitersebut; idan dibuatiberdasarkan keteranganiyang sebenar-benarnyaidan 

dapatidipertanggungjawabkanibaik secaraiperdata maupunipidana, daniapabila diikemudian 

hariiterdapat unsuriketidakbenaran dalamipernyataannya bukanimerupakan tanggungijawab 

panitiaiajudikasiiPTSL. 
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Hal ini menjadi tanggung jawab dari panitia ajudikasi di desa yaitu oleh Kepala desa ataupun 

lurah dan desa lainnya. Sedangkan jika terdapat kendala kesalahan pengukuran terhadap bidang tanah 

maka hal ini termasuk dengan cacatiadministrasi. Pasali6 ayati (2) PerkabaniNo. 3 Tahuni2011 

menegaskanibahwa cacatihukum administrasiisebagaimana dimaksudipada ayati (1) antarailain, 

kesalahaniprosedur dalamiproses penetapanidan/atauipendaftaran hakitanah, kesalahan 

proseduridalam prosesipendaftaran peralihanihak dan/atauisertipikatipengganti, kesalahaniprosedur 

dalamiproses pendaftaranipenegasan danipengakuan hakiatas tanahibekas milikiadat, kesalahan 

proseduridalam prosesipengukuran, pemetaanidan/atau perhitunganiluas, tumpangitindih hakiatau 

sertipikatihak atasitanah, kesalahanisubyek atauiobyek hakidan kesalahanilain dalamipenerapan 

peraturaniperundang-undangan. MakaiKepala KantoriPertanahan harus bertanggungjawabisecara 

administrasiisebagaimana ketentuanidalam Pasali63 Peraturan PemerintahiNomor 24iTahun 

1997ibahwa jikaidalam melaksanakanitugasnya dalam jabatannya mengabaikanihal-hal yangitelah 

diaturidalamiketentuaniPeraturaniPemerintah tersebutidan ketentuan yang ada dalamiperaturan 

pelaksanaannyaiserta ketentuan-ketentuanilain, makaikepala KantoriPertanahan dikenakanisanksi 

administratifisesuai peraturaniperundang-undanganiyang masih berlaku. Tetapi, jikaidalamihal 

pengukuranipeta dasaripendaftaran, petaipendaftaran danigambar ukuriterdapat kesalahaniteknis 

dataiukuran, makaikepala KantoriPertanahan dapatimemperbaiki kesalahan yang dilakukan tersebut 

yang  kemudianidibuatkan beritaiacaraiperbaikannya, sebagaimana yang telahidiatur dalamiPasal 41 

ayati (3) dani (6) PermeniAgraria/KepalaiBPN Nomor 3 Tahun 1997. Selain itu juga bisa melalui 

pembatalan sertifikat hak atas tanah. 

Kendala dalam PTSL dapat diketahui dalam tahap pelaporan dimana kendala-kendala tersebut 

harus diselesaikan dan merupakan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional jika kendala itu 

terjadi karena kesalahan dari badan Pertanahan Nasional pada saat penyelenggaraan PTSL. Jika 

ditinjau menggunakan teori tanggung jawab hukum dimana menurut teoriitanggung jawabihukum 

lebihimenekankan padaimakna tanggungijawab yangilahir dariiketentuan PeraturaniPerundang-

Undanganisehingga teoriitanggungjawab dimaknaiidalam artiiliabilty, sebagaiisuatu konsepiyang 

terkaitidengan kewajibanihukum seseorangiyang bertanggungijawab secaraihukum atasiperbuatan 

tertentuibahwa diaidapat dikenakanisuatu sanksiidalam kasusiperbuatannya yang bertentangan 

denganihukum, dalamihal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara PTSL sebagai 

penanggung jawab atas kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL tetapi BPN hanya 

bertanggungjawab hanya sebatas pada kesalahan yang dilakukan oleh panitia ajudikasi dari BPN 
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selama kegiatan pelaksanaan PTSL, maka pada saat BPN bertanggungjawab maka BPN memenuhi 

sesuai dengan ajaran yang ada pada teori tanggung jawab hukum. 

 

D. SIMPULAN 

Dari pembahasan terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung 

jawab BadaniPertanahan Nasionaliterhadap kendala dalamipelaksanaan pendaftaranitanah 

sistematisilengkap (PTSL) ihanya sebatas dengan kesalahan yang dilakukanioleh panitiaiajudikasi 

PTSLiyang meliputi pegawai kantoripertanahan atau BPN misalnya kesalahan dalam pengukuran batas 

tanah maka BPN bertanggungjawab dengan cara melakukan pengukuran ulang dan pembatalan 

sertifikat hak. Sedangkan jika terjadi kesalahan pada saat pengumpulan data yuridis dan data fisik maka 

yang bertanggung jawab adalah panitia ajudikasi PTSL dari desa yang mana mempunyai wewenang 

untuk melakukanipengumpulan dataifisik danidata yuridisiserta memeriksaikebenaran formalidata 

fisikidan dataiyuridis alatibukti kepemilikaniatau penguasaanitanah, danimemfasilitasi 

penyelesaianisengketa antaraipihak-pihak yangibersangkutan mengenaiidata yangidisengketakan. 
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